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ABSTRACT
The development planning during the New Order period has been criticized because 
it was centralistic, technocratic and lack of public participation. In the reformatio-
nera, many important changes have infl uenced the development planning system in 
Indonesia. The changes include changing role of the Bappenas (National Development 
Planning Agency), decentralization, direct presidential and local head elections, as 
well as the strengthening roles of the parliament. This paper analyses whether or 
not these changes open a wider space for public participation in the development 
policy-making. The discussion shows that public participation has not yet as expected 
by theory. The mechanism for public participation inthe development planning did not 
changemuch compared to the situation during the New Order era. Public participation 
has only fairly achieved and political elites are dominating the policy-making arena. 
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PENGANTAR

Orde Baru (1966–1998) merupakan periode dimulainya sistem perencanaan 
pembangunan yang dilakukan secara sungguh-sungguh di Indonesia (Saronto 
dan Wrihatnolo 2009: 5). Dalam periode tersebut, berkembang model peren-
canaan yang realistis dengan logika-logika ekonomi, yang tidak digunakan 
dalam periode sebelumnya. Namun, corak perencanaan pembangunan pada 
masa Orde Baru tersebut dianggap terlalu sentralistis dan teknokratis (Rasyid 
2002: 15 dan Hadiz 2004: 701). Terlalu sentralistis karena kuatnya pengaruh 
pemerintah pusat di Jakarta dan mengabaikan suara pemerintah daerah; terlalu 
teknokratis karena hanya didominasi segelintir teknokrat di pemerintahan. 
Dalam sistem perencanaan pembangunan tersebut partisipasi masyarakat 
sangat terbatas. Padahal, demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi. Tanpa 
partisipasi masyarakat, pembangunan akan dikooptasi oleh kepentingan 
elite penguasa dan menghasilkan ketidakadilan sosial. Kolusi, korupsi dan 
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n epotisme (KKN) yang sangat akut1 dan menjadi sebab jatuhnya Orde Baru 
tidak bisa dilepaskan dari pendekatan pembangunan yang terlalu sentralistis 
dan teknokratis tersebut. 

Dalam era reformasi, yang dimulai sejak tahun 1998, yang ditandai dengan 
lengser keprabon-nya Suharto dari kursi kepresidenan, perencanaan pem-
bangunan yang terlalu sentralistis dan teknokratis, dianggap tidak lagi bisa 
diteruskan (Rasyid 2002: 15–17 dan Hadiz 2004: 701). Terdapat tuntutan untuk 
menguatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada, 
sehingga pembangunan yang akan dilakukan benar-benar untuk kepentingan 
rakyat. Ini terlihat, misalnya, dengan semakin kerasnya wacana tentang good 
governance atau pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik dalam ma-
syarakat. Bersama dengan transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyara-
kat merupakan pilar penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 
baik. Untuk menjawab tuntutan tersebut, berbagai perubahan kelembagaan 
telah dilakukan. 

Sejak bergulirnya reformasi, setidaknya, telah terjadi empat perubahan penting 
yang memengaruhi sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Pertama, 
peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kini lebih 
dibatasi dibandingkan pada masa Orde Baru. Kedua, berlakunya otonomi 
daerah yang menyebabkan tiap daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) leluasa 
untuk menentukan rencana pembangunan mereka masing-masing. Ketiga, 
sistem pemilihan presiden langsung dan sistem pemilihan kepala daerah 
secara langsung. Keempat, peran parlemen, baik di tingkat pusat (Dewan 
Perwakilan Rakyat, DPR) maupun daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
DPRD), yang semakin kuat, juga turut berperan dalam perubahan perencanaan 
pembangun an di Indonesia. Namun demikian, apakah perubahan-perubahan 
tersebut mampu memberikan ruang yang lebih luas untuk partisipasi masyara-
kat dalam perencanaan pembangunan? 

1 Pada masa Orde Baru Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling korup di dunia, 
dan diasosiasikan dengan terminologi, korupsi, kolusi dan nepotisme (King 2000:603–4, 
Mcleod 2000 dan Robertson-Snape 1999:598). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang meng-
ukur persepsi korupsi pada sektor publik merupakan salah satu indikator yang cukup baik 
menggambarkan tingkat korupsi di Indonesia. IPK memakai indeks 0–10, indeks yang lebih 
tinggi berarti semakin kecil tingkat korupsi. Pada periode 1980–1985 dan 1988–1992, atau 
masa Orde Baru, IPK Indonesia sebesar 0,2 dan 0,57; sementara pada masa reformasi, IPK 
Indonesia tahun 2000 dan 2010 adalah 1,7 dan 2,8 (Internet Center for Corruption Research 
2010 dan Transparency International 2010). Ini berarti pada masa reformasi terjadi perbai-
kan persepsi tentang tingkat korupsi di Indonesia. 
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Tulisan ini bertujuan untuk melihat perkembangan perencanaan pembangunan 
yang terjadi sejak jatuhnya rezim Orde Baru dan pengaruhnya terhadap par-
tisipasi masyarakat dalam kondisi yang baru tersebut. Perubahan-perubahan 
yang terjadi selama masa reformasi seharusnya, secara institusional, mem-
berikan ruang yang lebih luas pada partisipasi masyarakat. Namun, tulisan 
ini menunjukkan bahwa, alih-alih memberikan ruang yang lebih luas bagi 
partisipasi masyarakat, dominasi elite politik justru lebih dominan dalam 
perencanaan yang ada saat ini. Perencanaan pembangunan, setelah 14 tahun 
reformasi bergulir, tidak bergerak menuju pendekatan yang lebih partisipatif, 
tetapi menuju pendekatan yang lebih politis. Ini berarti saat ini daya tawar elite 
politik atau pemangku kepentingan dalam memengaruhi proses perencanaan 
lebih menentukan arah dan kebijakan pembangunan. 

Tulisan ini terdiri atas lima bagian. Pertama, tulisan ini secara sekilas meng-
uraikan pengertian dan hubungan antara demokrasi, partisipasi, dan perenca-
naan pembangunan. Kedua, tulisan ini menunjukkan perkembangan sistem 
perencanaan pembangunan di Indonesia, terutama perubahan peran Bappenas. 
Ketiga, tulisan ini melihat sejauh mana kebijakan desentralisasi memberikan 
ruang lebih luas bagi peningkatan partisipasi masyarakat. Keempat, tulisan 
ini mendiskusikan pengaruh pemilihan presiden dan kepala daerah secara 
langsung terhadap mekanisme perencanaan pembangunan. Kelima, tulisan ini 
mendiskusikan hubungan antara penguatan peran parlemen (DPR dan DPRD) 
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

DEMOKRASI, PARTISIPASI, DAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat”. Dalam terminologi tersebut, rakyat ditempatkan sebagai 
pemangku kepentingan (stakeholder) utama dalam sistem politik dan pemerin-
tahan. Suara rakyat adalah suara Tuhan yang harus dipenuhi. Dalam sistem 
demokrasi setiap orang bebas dan berhak mengutarakan pendapat serta terlibat 
dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Setiap orang mempu-
nyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ini berlawanan 
dengan sistem monarki yang mensyaratkan adanya kasta dalam sistem politik. 
Dalam demokrasi, sistem politik justru sengaja dibangun agar pembangunan 
tidak dikooptasi atau dikuasai oleh segelintir elite saja. Demokrasi dibangu n 
agar terdapat diversifi kasi kekuasaan sehingga kesetaraan hak politik rakyat 
dan hak rakyat untuk bersuara dan berpendapat dapat diperluas (Imawan 2002:47).
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Partisipasi merupakan kata kunci untuk menjamin berlakunya demokrasi dalam 
sebuah masyarakat atau bangsa. Menurut Rauf dkk. (2011: 25), selain kebe-
basan sipil (civil liberty) seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan 
pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkeyakinan/beribadah, pilar dasar 
dalam demokrasi adalah terjaminnya hak-hak politik (political rights). Hak 
politik di sini adalah hak untuk memilih dan dipilih untuk mengisi jabatan 
publik, serta hak untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan 
dan pengawasannya. Partisipasi rakyat untuk berkontribusi dan menikmati 
pembangunan bahkan telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang 
harus dipenuhi oleh negara (Sikki, Muchtar, dan Hartini 2009: 10). Partisipasi 
berarti adanya peran aktif dari masyarakat dalam setiap keputusan politik atau 
pembangunan. Akan tetapi, dalam wacana politik dan demokrasi (terutama 
demokrasi perwakilan), partisipasi seringkali dianggap tuntas jika masyarakat 
telah menggunakan haknya untuk memilih presiden, kepala daerah, atau 
parlemen (pusat dan daerah). Padahal, proses politik tidak berhenti ketika 
pemilu usai. Lebih penting dari sekadar memilih anggota parlemen, presiden, 
atau kepala daerah adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan 
prioritas pembangunan. 

Partisipasi masyarakat akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang 
responsif dan bertanggung jawab, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 
masyarakat, dan membantu konsolidasi demokrasi (Speer 2012). Tanpa keter-
libatan aktif masyarakat, pembangunan hanya akan menguntungkan kelompok 
elite tertentu dan bukan untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas. 
Namun, perlu diingat bahwa tiap kelompok atau elemen masyarakat memiliki 
daya tawar berbeda-beda, yang bisa memengaruhi tingkat partisipasi.Oleh 
karena itu, diperlukan mekanisme yang menjamin setiap elemen masyarakat 
dapat berpartisipasi secara adil dalam perencanaan pembangunan. 

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah arena kontestasi dari para 
pemangku kepentingan. Selain pemilihan umum, perencanaan pembangunan 
harus dilihat sebagai mekanisme penting dalam pemenuhan hak politik, yang 
merupakan pilar penting demokrasi. Dalam perencanaan ini ditentukan tujuan 
dan prioritas serta program-program pembangunan, dengan ketersediaan 
sumber daya yang terbatas. Mekanisme atau kelembagaan dalam perencanaan 
pembangunan sangat menentukan bagaimana para pemangku kepentingan 
menentukan arah pembangunan, termasuk penggunaan sumber daya yang 
ada. Partisipasi masyarakat akan mengurangi kemungkinan kelompok 
pemangku kepentingan mengarahkan penggunaan sumber daya yang ada bagi 

Masyarakat Indonesia_38_No.2_2012.indd   378Masyarakat Indonesia_38_No.2_2012.indd   378 7/25/2013   2:32:23 PM7/25/2013   2:32:23 PM



Ahmad Helmy Fuady | Perancangan Pembangunan di Indonesia ...| 379

kepentinga n mereka sendiri. Namun, perencanaan pembangunan terlalu diaso-
siasikan dengan peran sentral negara, karena asumsi dasar perencanaan adalah 
untuk mengatasi kegagalan pasar, demi tercapainya kesejahteraan rakyat. 

Dalam sejarahnya, perencanaan pembangunan memang tidak bisa dipisahkan 
dengan peran negara dalam pembangunan. Keynes, misalnya, mengkritisi para-
digma laissez-faire dan mengutarakan pentingnya intervensi pemerintah ketika 
terjadi kegagalan pasar (Chibber 2002: 954, Marcuzzo 2008). Contohnya, pada 
1930-an, untuk mengatasi penganggur dan depresi dilakukan penurunan suku 
bunga dan peningkatan pengeluaran peme-rintah untuk pembangunan infra-
struktur. Selain itu, Kalu (1996: 238), merujuk pada Gernschenkorn (1962), 
menyatakan peran pemerintah ini terutama juga diperlukan oleh negara-negara 
sedang berkembang, khususnya ketika pihak swasta tidak tertarik untuk ber-
investasi.

Pengalaman negara-negara Asia juga menunjukkan pentingnya peran negara 
dalam pembangunan. Menurut Bank Dunia (1993:6), intervensi pemerintah 
menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih merata. Peran 
pemerintah dalam pembangunan, yang dalam praktiknya di Asia dikenal se-
bagai developmental state ini merupakan kritik terhadap paradigma ekonomi 
neoklasik. Kelompok neoklasik beranggapan bahwa proteksi terhadap suatu 
industri akan menurunkan daya saing internasional. Lebih jauh, intervensi 
pemerintah hanya akan menghasilkan perilaku rent-seeking sehingga meng-
arahkan sumber daya ekonomi pada sektor-sektor yang tidak produktif. 

Berbeda dengan pandangan ekonomi neoklasik yang menganggap bahwa 
distorsi harga yang muncul karena adanya intervensi pemerintah bisa menim-
bulkan inefi siensi sumber daya, praktik-praktik ekonomi di Asia menganggap 
bahwa distorsi harga akan meningkatkan investasi di sektor strategis yang 
diinginkan pemerintah (Onis 1991: 12). Dengan distorsi harga, pemerintah 
dapat mengarahkan investasi pada sektor-sektor yang dianggap perlu dalam 
pembangunan. 

Praktik pembangunan dan perencanaan pembangunan di Indonesia dalam 
periode Orde Baru tidak terlepas dari pengaruh Keynes dan developmental 
state ala Asia. Sebagaimana praktik di negara-negara Asia, pembangunan di 
Indonesia pada masa Orde Baru mengikuti model developmental state. Model 
ini tidak mempunyai komitmen pada rezim dengan tipe tertentu, apakah itu 
otoritarian ataupun demokratis. Berbeda dengan konsep good governance, 
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yang berkembang sejak era 1990-an, dengan komitmen normatif terhadap 
demokrasi dan upaya untuk memperkuat peranan demokrasi, developmental 
state tidak memiliki komitmen seperti itu (Fritz dan Menochal 2007: 539). 
Selanjutnya, berbeda dengan good governance yang mementingkan aspek 
transparansi dan akuntabilitas, aspek utama dalam developmental state adalah 
kapasitas negara. Selain itu, harus ada embedded autonomy, yaitu bahwa 
negara harus melekat dalam masyarakat dan memenuhi keinginan masyarakat, 
tetapi birokrasi harus rasional, profesional, dan dilindungi dari tekanan-tekanan 
politik dan kelompok-kelompok pencari rente (Fritz dan Menochal 2007: 535).

Adanya sistem politik yang memberikan perlindungan terhadap birokrasi dari 
tekanan politik ini diperlukan agar birokrasi memiliki ruang yang cukup untuk 
mengambil inisiatif dan efektif dalam mengimplementasikannya. Dalam kon-
teks inilah peran teknokrat diperlukan dalam pembangunan. Namun, adanya 
perlindungan terhadap teknokrat atau birokrat di sisi lain telah meminggirkan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan dalih efektivitas, efi siensi, 
dan masalah keahlian, suara-suara masyarakat dipinggirkan. Birokrat atau 
teknokrat yang dianggap memiliki tingkat pengetahuan dan kepakaran yang 
memadai saja yang diakomodasi dalam pengambilan kebijakan. 

Peminggiran suara masyarakat dalam sistem teknokratik ala developmental 
state ini telah memunculkan pendekatan-pendekan baru dalam perencanaan 
pembangunan, seperti Rural Rapid Appraisal (RRA) yang kemudian berkem-
bang menjadi Partisipatory Rural Appraisal (PRA) pada tanggal 1980–1990-
an (Chambers 1994). Dalam pendekatan baru itu ada tuntutan untuk pember-
dayaan dan memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat. 

Perkembangan pemikiran tentang pendekatan pembangunan yang lebih 
berorientasi pada kepentingan dan suara masyarakat ini sangat jelas terjadi 
di Indonesia. Bagian selanjutnya dari tulisan ini menguraikan perubahan ling-
kungan perencanaan pembangunan di Indonesia seiring dengan perkembangan 
pemikiran tersebut. 

PERUBAHAN LINGKUNGAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Satu hal yang sangat menonjol dalam masa Orde Baru adalah perencanaan 
pembangunan yang sangat terpusat di Jakarta. Pada masa itu, Bappenas meme-
gang peranan sentral dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Tidak saja 
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berperan dalam menentukan arah pembangunan Indonesia, seperti penyusunan 
dokumen-dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Bappenas 
juga turut menentukan apa dan berapa biaya proyek yang akan dikerjakan 
dalam pembangunan Indonesia.

Sewaktu Orde Baru, Bappenas sangat berkuasa mengatur besaran proyek ke 
tiap departemen. Intinya, Bappenas jadi pemegang tampuk atau koordinator pe-
nyusunan kebijakan fi skal, pembuatan kebijakan makro ekonomi serta berperan 
merancang anggaran negara atau APBN. Bahkan, semua hal penting yang 
menyangkut negeri ini, boleh dibilang, harus melalui penggodokan di markas 
besarnya yang berada di Taman Suropati (Yusron, Rahardjo, dan Rubiyantoro 
2006).

Keberadaan “buku biru” (yang seakan menjadi cetak biru pembangunan 
Indonesia) di Bappenas menunjukkan besarnya otoritas yang dimiliki oleh 
lembaga tersebut. Proyek-proyek pembangunan yang akan dilaksanakan harus 
dicatat dalam buku tersebut. Ini berarti setiap kegiatan pembangunan yang 
akan dilaksanakan harus atas persetujuan Bappenas. 

Keberadaan badan perencana pembangunan di Indonesia sebenarnya bukan se-
buah hal yang baru dimulai pada masa Orde Baru. Bappenas sejatinya merupa-
kan perkembangan dari lembaga yang sudah ada sejak awal kemerdekaan 
sebagaimana diungkapkan oleh Bratakusumah (2003: 3–5). Dimulai pada 
tahun 1947, telah terbentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang diketuai 
Mohammad Hatta. Pada 1952, dibentuk Biro Perancang Negara, di bawah 
koordinasi Djuanda yang mengepalai Kementerian Negara Urusan Pemba-
ngunan. Setelah Dekrit Presiden 1959, dibentuklah Dewan Perancang Nasional 
(Depernas) yang diketuai oleh Mr. Muhammad Yamin. Selanjutnya, dengan 
Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 (Penpres 12/1963), Depernas diubah 
menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, 
Bappenas baru memperoleh peran yang sangat besar sejak Orde Baru.

Kuatnya peran Bappenas dalam masa Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari 
peranan Widjojo Nitisastro, yang sering disebut sebagai “lurah”2 oleh para eko-
nom-teknokrat Orde Baru. Widjojo, Kepala Bappenas dan Menteri Koordinator 
Ekonomi dan Pembangunan, “lurah” para ekonom-teknokrat Orde Baru ini 
dikenal sangat cerdas dan paling berpengaruh di antara mereka. Oleh karena itu 

2 Widjojo Nitisastro disebut sebagai “lurah”, yang di Jawa berarti kepala desa, karena diang-
gap sebagai orang yang mengepalai atau mengkoordinasikan para ekonom-teknokrat. 
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“superioritas” Bappenas atas kementerian-kementerian ekonomi lainnya tidak 
dipersoalkan oleh para teknokrat yang lain. Ali Wardhana, menteri keuang-
an pada periode tersebut, bahkan telah terbiasa “pusing” mencarikan dana 
untuk kegiatan pembangunan yang didesain oleh Bappenas. Widjojo memilih 
berada di Bappenas karena dia percaya bahwa perekonomian Indonesia harus 
didasarkan atas perencanaan yang kuat. Pembuatan dokumen Repelita, yang 
merupa kan acuan utama perencanaan pembangunan di Indonesia, menunjuk-
kan kepercayaan Widjojo bahwa perekonomian tidak dapat sepenuhnya di serah-
kan pada pasar dan perlu ada peran negara untuk memperkecil kegagalan pasar. 

Pidato pengukuhan dua guru besar ekonomi Universitas Indonesia, yang 
merupakan arsitek utama ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru, menun-
jukkan besarnya perhatian terhadap perencanaan pembangunan di Indonesia. 
Pada 1963 Prof. Widjojo Nitisastro, menyampaikan orasinya yang berjudul 
Analisa Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan. Dalam uraiannya, Widjojo 
menekankan pentingnya perencanaan yang didasari oleh analisis ekonomi. 
Menurut Widjojo, peran penting analisis ekonomi dalam perencanaan pem-
bangunan adalah pada “logika proses pengambilan keputusan yang rasional di 
antara pilihan alternatif yang tersedia” (Nitisastro 2010: 27). Tiga belas tahun 
kemudian, Prof. Emil Salim, yang menjadi wakil kepala Bappenas pada tahun 
1969-1973, dalam orasinya sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi Univer-
sitas Indonesia (FE-UI) pada 14 Februari 1976, menyampaikan Perencanaan 
Pembangunan dan Perataan Pembangunan. Menurutnya, pembangun an harus 
memperhatikan masyarakat paling miskin sehingga dapat mengatasi masalah 
kesenjangan ekonomi yang makin melebar di masyarakat. Ini hanya dapat 
dimulai jika sejak perencanaan pembangunan telah ada perhatian terhadap 
permasalahan tersebut.

Besarnya perhatian para ekonom UI tersebut terhadap perencanaan pem-
bangun an tidak terlepas dari peran guru mereka, Profesor Soemitro Djojohadi-
kusumo yang ingin membangun Jakarta School of Economics, dengan harapan 
agar ilmu ekonomi dari Barat dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di 
negara berkembang seperti Indonesia (Salim 1997: 52). Widjojo Nitisastro, Ali 
Wardhana, dan Emil Salim yang semenjak mudanya mendapat pengaruh yang 
kuat dari pemikiran Keynes (lihat Ransom 1975), semakin menguatkan pe-
mikiran mereka ketika diutus sang guru, Profesor Soemitro Djojohadikusumo, 
untuk meneruskan studi pascasarjana ke University of California, Berkeley. 
Ketika mereka kembali ke Indonesia, berkembanglah pemikiran “Keynes ala 
Indonesia” dari markas Bappenas di Taman Suropati. 
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Superioritas Bappenas ini bertahan hingga berakhirnya Orde Baru. Bappenas 
yang menjadi jantung perencanaan ekonomi Orde Baru dianggap bertang-
gung jawab atas “kegagalan” perekonomian Indonesia (Yusron dkk. 2006). 
Terpusatnya perencanaan dan otoritasnya dalam distribusi kegiatan dan dana 
pembangunan di lembaga tersebut dianggap tidak sehat. Oleh karena itu, tugas 
dan wewenangnya pun dikurangi. Fungsi alokasi anggaran untuk kegiatan 
pembangunan menjadi lebih banyak ditangani Kementerian Keuangan ber-
sama dengan DPR. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuang an Negara, kini kekuasaan atas penyusunan dan pengelolaan fi skal 
berada di tangan Menteri Keuangan, bukan lagi di Bappenas. Kepala Bappenas 
kini hanya mempunyai peran konsultasi dalam penyusunan anggaran negara. 
Padahal, menurut Santoso (2011: 75), perencanaan yang utuh seharusnya 
disusun secara terpadu sampai disahkan menjadi anggaran pembangunan 
dan belanja negara (APBN). Dengan penyusunan dan pengesahan anggaran 
(APBN) yang kini berada di Menteri Keuangan dan DPR, fungsi pengang-
garan yang merupakan fungsi paling riil dalam perencanaan belum tentu dapat 
disinkronkan dengan rencana pembangunan yang disusun oleh Bappenas.

Menurunnya fungsi Bappenas ini mendapat perlawanan yang cukup keras 
sehingga keluarlah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Peren-
canaan Pembangunan Nasional yang menjadi landasan hukum perencanaan 
pembangunan hingga sekarang (Yusron dkk. 2006). Dalam undang-undang 
tersebut, yang disahkan ketika Kwik Kian Gie menjabat sebagai Kepala Bap-
penas pada masa Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, Bappenas dipo-
sisikan sebagai think-tank dalam penyusunan rencana pembangunan nasional. 
Sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, Bappenas bertugas untuk 
membantu dalam hal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP). RKP merupakan rencana kerja tahunan yang digunakan 
sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara 
(APBN). Di sini terlihat bagaimana Bappenas berusaha kembali dilibatkan 
dalam penyusunan anggaran sehingga terdapat kesan perebutan atau tumpang 
tindih kewenangan antara Bappenas dan Kementerian Keuangan (Booth 2005: 
212). 

Bagian ini telah menguraikan perkembangan lingkungan perencanaan pem-
bangun an di Indonesia. Uraian tersebut memperlihatkan Bappenas, yang meme-
gang peran kunci dalam perencanaan pembangunan, telah banyak kehilangan 
perannya dibanding pada masa Orde Baru, agar pendekatan tekno kratis tidak 
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lagi terlalu kuat dalam perencanaan pembangunan. Namun, berkurangnya peran 
Bappenas tersebut di sisi lain juga telah menyulitkan berjalannya perencanaan 
pembangunan secara utuh. Bagian selanjutnya dari tulisan ini menyoroti ke-
bijakan desentralisasi yang juga telah menyebabkan fragmentasi dan sulitnya 
koordinasi perencanaan pembangunan. Namun, bahasan akan lebih diarahkan 
pada pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap partisipasi masyarakat. 

DESENTRALISASI TANPA PARTISIPASI

Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan produk penting yang merupa-
kan pilar utama dari proses reformasi dan demokratisasi di Indonesia (Imawan 
2002: 43). Dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan 
UU No. 33 Tahun 2004, maka daerah memiliki hampir semua kewenangan atas 
pelayanan kepada masyarakat, kecuali dalam beberapa bidang yang merupakan 
wewenang pemerintah pusat, seperti pertahanan, politik luar negeri, keuangan, 
yudisial, agama, dan urusan lain. 

Besarnya kewenangan daerah, terutama kewenangan kabupaten dan kota, 
seringkali menjadikan sulitnya koordinasi antar daerah. Keluhan gubernur 
tentang banyaknya bupati dan wali kota yang berjalan dengan agenda pem-
bangunan mereka masing-masing, misalnya, bukan hal yang jarang terdengar. 
Namun, tulisan ini tidak akan membahas pengaruh kebijakan desentralisasi 
terhadap persoalan koordinasi pembangunan. Bagian ini lebih melihat peran 
desentralisasi dalam membuka ruang partisipasi. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Antlov (2002: 44), kebijakan desentralisasi 
diharapkan memberi ruang politik yang lebih luas bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Dalam kenyataan-
nya, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Memang 
pemerintah telah mulai melibatkan masyarakat dalam beberapa aspek peren-
canaan, implementasi, dan pengawasan program pembangunan. Namun, di 
banyak tempat para pengambil kebijakan hanya menginformasikan kepada 
masyarakat ketika keputusan telah dibuat. Akibatnya, seringkali partisipasi 
yang dilakukan masyarakat hanyalah berupa protes atau demonstrasi atas 
kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau ketika 
terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya (The Asia Foundation 2002). 
Partisipasi yang ada belum merupakan alternatif usulan kebijakan yang secara 
kritis mengarahkan optimalisasi sumber daya (Fernandez 2002: 74). 
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Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 
juga ditunjukkan oleh Governance Indeks yang disusun oleh Kemitraan pada 
Tahun 20083. Indeks ini disusun dengan skala 0 sampai dengan 10, dengan 
kategori sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Dari Partnership 
Governance Index (PGI), terlihat bahwa rata-rata indeks prinsip partisipasi 
masyarakat dalam arena pemerintah hanya sebesar 5,04, atau sekadar cukup, 
tetapi cenderung kurang (Tabel 1). Pemerintah di sini didefi nisikan sebagai 
lembaga pembuat kebijakan (policy-making body) di tingkat provinsi, yang 
merujuk pada gubernur dan DPRD Provinsi, yang berwenang dalam pem-
buatan peraturan, koordinasi pembangunan, dan alokasi anggaran. Tabel 1 
menunjukkan hanya Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam kategori baik 
dengan indeks partisipasi sebesar 6,99.4 Dengan demikian, masih banyak 
pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi ini.

Tabel 1.
 Indeks Prinsip Partisipasi dalam Arena Pemerintah (2008)

Provinsi Indeks Provinsi Indeks
Nanggroe Aceh Darussalam 5,91 Kalimantan Timur 3,71
Sumatera Barat 6,30 Kalimantan Barat 5,91
Sumatera Utara 4,66 Kalimantan Tengah 6,30
Sumatera Selatan 5,91 Nusa Tenggara Barat 5,09
Jambi 3,71 Nusa Tenggara Timur 4,26
Riau 5,50 Bali 4,66
Kepulauan Riau 5,49 Sulawesi Selatan 5,07
Bangka Belitung 4,11 Sulawesi Tengah 5,06
Bengkulu 4,19 Sulawesi Barat 4,65
Lampung 6,30 Sulawesi Utara 4,11
DKI Jakarta 4,25 Sulawesi Tenggara 3,78
Banten 3,92 Gorontalo 5,49
Jawa Barat 4,99 Maluku 5,91
Jawa Tengah 5,91 Maluku Utara 2,50
DI Yogyakarta 5,91 Papua 5,28
Jawa Timur 6,99 Papua Barat 5,50
Kalimantan Selatan 5,06 Rata-rata Provinsi 5,04

Sumber: Partnership (2009)

3 Governance Index yang disusun oleh Kemitraan ini adalah indeks tata kelola pemerintahan 
yang cukup komprehensif, mencakup berbagai aspek pemerintahan di semua provinsi di 
Indonesia. Sayangnya, setelah 2008, belum ada data terbaru yang diterbitkan hingga 2012. 

4 Jawa Timur mendapat indeks partisipasi yang tinggi terutama karena koordinasi pemban-
gunan antara gubernur dan bupati, wali kota, dan pemangku kepentingan lain yang berjalan 
secara reguler (Partnership 2009). 
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Rendahnya partisipasi masyarakat ini disebabkan, salah satunya, oleh 
trans pa ransi kebijakan yang masih lemah. Peraturan Pemerintah Nomor 68 
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Negara menjamin hak masyarakat untuk memperoleh infor-
masi mengenai kebijakan pemerintah (Fernandez 2002: 64). Namun, aparatur 
pemerintahan, baik yang berada di lembaga eksekutif maupun legislatif, masih 
enggan berbagi informasi tentang rencana pembangunan. Terutama di tingkat 
daerah, bukan hal yang mudah untuk bisa mendapatkan dokumen rencana 
APBD. Ada kekhawatiran dari para pembuat kebijakan bahwa keterbukaan 
informasi hanya akan mengganggu proses perencanaan dan hanya menimbul-
kan gejolak di masyarakat. Padahal, tidak mungkin membangun partisipasi 
jika masyarakat tidak mengetahui rencana pembangunan yang masih dibahas. 
Selain itu, banyak kebijakan yang diambil secara tertutup, tanpa konsultasi 
publik, dan bersifat politik transaksional (Fernandez 2002: 68).

Aspek partisipasi masyarakat yang dapat secara efektif mendorong kinerja 
perekonomian daerah adalah hal lain yang perlu dipikirkan. Selain tingkat 
partisipasi yang masih rendah, kualitas partisipasi yang ada juga masih le-
mah. Maksudnya, partisipasi masyarakat belum mampu menunjang tingkat 
perekonomian daerah. Grafi k 1 justru menunjukkan kecenderungan bahwa 
indeks partisipasi berhubungan terbalik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 
di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2008. Tingkat partisipasi yang tinggi 
justru terjadi pada provinsi-provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang rendah. Sebaliknya, provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi, memiliki indeks partisipasi yang rendah. Ini seakan menguatkan argu-
men tentang adanya jebakan partisipasi, yang berupa populisme5 kebijakan; 
alokasi sumber daya diarahkan pada kebijakan atau program-program yang 
bersifat populis yang bisa jadi tidak efektif dalam mengurai masalah dalam 
masyarakat. Seperti ditulis Okamoto (2009: 148), program-program populis 
seperti skema kredit bagi usaha kecil dan petani, pelayanan kesehatan dan 
pendidikan murah atau gratis, telah banyak ditawarkan oleh politisi lokal untuk 
memenangi pemilihan kepala daerah. Program-program tersebut memang 
penting untuk dijalankan, tetapi jika pemerintah hanya mengandalkan program-
program populis yang bersifat distributif, dan mengabaikan sektor produktif 
guna peningkatan pendapatan masyarakat, keberlanjutan program-program 
tersebut diragukan. 

5 Populisme dan demokrasi menunjukkan dua sisi dari koin yang sama; keduanya menekan kan 
pentingnya “rakyat”. Jika demokrasi sering dilihat dari sisi yang positif, populisme sering 
digunakan untuk memperlihatkan penyalahgunaannya (Mizuno dan Phongpaichit 2009:16). 
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Grafi k 1. 
Indeks Prinsip Partisipasi dan Tingkat 
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi (2008)

Sumber: BPS (2012) dan Partnership (2009)

Bagian ini telah menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi sebagai produk 
reformasi dan demokratisasi belum berhasil mendorong tingkat partisipasi 
yang lebih tinggi dari masyarakat. Selanjutnya, tulisan ini akan membahas 
produk reformasi dan demokratisasi yang lain, yaitu pemilihan presiden 
dan kepala daerah secara langsung. Pemilihan presiden dan kepala daerah 
secara langsung memberi konsekuensi bahwa visi/misi kandidat yang terpilih 
akan menjadi dasar rencana pembangunan yang akan dilakukan. Padahal, 
penyusunan visi/misi tersebut merupakan mekanisme dan memiliki aktor yang 
berbeda dari mekanisme perencanaan pembangunan yang ada sebelumnya. 
Dalam bagian selanjutnya akan dibahas pengaruh mekanisme perencanaan 
pembangunan yang baru tersebut terhadap peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan pembangunan.

PEMILIHAN PRESIDEN DAN 
KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG: 

MENGHARAP RUANG BAGI PARTISIPASI MASYARAKAT 

Era reformasi telah menuntut perubahan yang mendasar terhadap sistem ke-
tatanegaraan di Indonesia. Sejak 1999 Indonesia telah melakukan empat kali 
amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sebelumnya 
berlaku secara terus-menerus sejak Dekrit Presiden 1959. Amandemen-aman-
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demen tersebut secara substansial telah mengubah struktur kelembagaan yang 
ada. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional, setidaknya ada dua 
hal dalam UUD yang berubah sejak amandemen ketiga pada November 2001. 

UUD 1945 dalam Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) dapat menetapkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara 
(GBHN). Dengan amandamen ketiga UUD, berdasarkan pasal 3 ayat 1, MPR 
kini hanya berwenang mengubah dan menetapkan UUD, tidak lagi berwenang 
menetapkan GBHN. Dulu memang muncul kritik bahwa GBHN hanya 
merupa kan jargon di atas kertas. Namun, ketiadaan dokumen yang merupakan 
visi pembangunan jangka panjang dua puluh lima tahunan ini juga menunjuk-
kan tidak adanya visi jangka panjang pembangunan I ndonesia. Selain itu, 
menurut Bratakusumah (2003), ada juga anggapan jika visi bangsa ataupun 
kontrak sosial dalam berbangsa sudah tercantum dalam konstitusi sehingga 
tidak lagi diperlukan adanya GBHN. Dengan dihapuskannya kewenangan 
MPR ini, GBHN yang memuat dasar fi losofi , arah, dan tujuan pembangunan 
kini tidak lagi ada dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh 
karena itu, tidak mengherankan jika banyak muncul kritik yang menyebutkan 
bahwa tanpa GBHN, kini Indonesia berjalan tanpa arah yang jelas. 

Hilangnya GBHN dalam UUD juga merupakan konsekuensi logis dari adanya 
amandemen terkait dengan pemilihan presiden (Bratakusumah 2003). Pasal 6A 
Ayat 1 UUD hasil amandemen ketiga pada November 2001 menetapkan bahwa 
“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 
oleh rakyat.” Ini berarti visi/misi presiden dan wakil presiden terpilihlah yang 
digunakan sebagai arahan pembangunan dalam periode lima tahun. Visi/misi 
presiden dan wakil presiden inilah yang kemudian diturunkan dalam bentuk 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), menggantikan Rencana 
Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang ada semasa Orde Baru. 

Karena presiden dan wakil presiden hanya dipilih untuk periode lima tahun, 
visi/misi presiden dan wakil presiden tetap dianggap tidak mampu memberi-
kan arah pembangunan jangka panjang Indonesia. Untuk menjawab kritik 
tentang arah pembangunan tersebut dan untuk mengisi ruang kosong karena 
hilangnya GBHN akibat amandemen UUD, UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional memberi mandat pembuatan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). RPJP merupakan dokumen perencanaan 
untuk periode 20 tahun, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan yang 
merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. 
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Rancangan RPJP disiapkan oleh Bappenas, dimusyawarahkan bersama unsur-
unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat melalui 
mekanisme Musrenbang Jangka Panjang Nasional, dan setelahn itu disusun 
dan ditetapkan sebagai undang-undang. Sebagai pelaksanaannya, ditetapkan 
UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Tahun 2005–2025. Sebenarnya, patut dipertanyakan juga efektivitas 
keberadaan RPJP dalam memberikan arah pembangunan karena sifatnya 
yang cenderung normatif. Selain itu, walaupun harus berpedoman pada RPJP, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada praktiknya lebih 
menggunakan pendekatan politik, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program presiden dan wakil presiden terpilih, sebagaimana dinyatakan dalam 
UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Jika kita kaitkan dengan pertanyaan awal tulisan ini, apakah perubahan dalam 
UUD tentang pemilihan presiden secara langsung membuat perencanaan pem-
bangunan kini memberi ruang yang lebih luas terhadap partisipasi masyarakat 
dalam menentukan kebijakan pembangunan? Jawabnya adalah tidak. Visi/
misi calon presiden dan wakil presiden, yang kemudian diturunkan dalam 
RPJM, dibuat oleh tim ahli atau tim sukses mereka. Dalam pembuatan visi/
misi tersebut sama sekali tidak ada mekanisme yang menunjukkan adanya 
partisipasi masyarakat. Tim ahli atau tim sukses ini bisa berasal dari partai 
politik pengusung, akademisi, pengusaha, atau siapa pun yang ditunjuk. Oleh 
karena itu, patut dipertanyakan keberpihakan mereka pada masyarakat. 

Partisipasi masyarakat yang ada dalam visi/misi calon presiden dan wakil 
presiden hanyalah sebatas memberikan legitimasi melalui suara yang mereka 
berikan dalam pemilihan umum. Logikanya, calon terpilih adalah calon yang 
visi/misinya paling diinginkan oleh rakyat. Namun, pada kenyataannya keter-
pilihan seorang menjadi presiden atau wakil presiden bukanlah sekadar dari 
visi/misi yang diusungnya. Banyak hal lain yang dipertimbangkan pemilih, 
seperti ideologi, integritas, rekam jejak (track-record), popularitas, dan elek-
tabilitas. Dalam praktik politik di Indonesia, pemilih lebih melihat fi gur sang 
kandidat (Setiawan 2009: 53-57). Oleh karena itu, belum tentu visi/misi calon 
terpilih adalah visi/misi yang diinginkan oleh rakyat. 

Selanjutnya, ketika presiden dan wakil presiden telah terpilih, pemerintah harus 
menyusun RPJM. RPJM yang berlaku untuk masa lima tahun disusun oleh 
instansi perencana (Bappenas) bersama dengan tim ahli presiden. Mekanisme 
pembuatan RPJM tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan Rencana 
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Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa Orde Baru dulu. Dalam tahap-
an ini bisa dikatakan sangat minim partisipasi masyarakat. Memang dalam 
penyusunan RPJM ini terdapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Mus-
renbang) yang harus melibatkan masyarakat. Namun, peran para teknokrat 
atau orang-orang yang dianggap ahli jauh lebih berperan dibandingkan dengan 
suara-suara masyarakat dari bawah. Pola penyusunan RPJM ini bisa dikatakan 
lebih bercorak teknokratis dan top-down. 

Sebagaimana penyusunan RPJM, penyusunan RKP yang merupakan program 
kerja tahunan pemerintah sebenarnya juga tidak berbeda dengan pola yang 
diterapkan pada Orde Baru. Pola bottom-up yang diterapkan, yang berusaha 
menjaring aspirasi rakyat, dari Musyawarah Pembangunan Desa (Musbang-
des), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Keca-
matan, Musrenbang Kabupaten/Kota, Musrenbang Provinsi, hingga koordinasi 
perencanaan pembangunan tingkat pusat, tidaklah berbeda dengan apa yang 
dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Mekanisme musrenbang ini sering 
didominasi oleh para teknokrat dan kepentingan masing-masing kementerian 
atau lembaga di tingkat pusat, atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
di tingkat daerah. Selain itu, sinkronisasi yang dilakukan pada tingkat yang 
lebih tinggi seringkali memangkas apa yang diinginkan oleh masyarakat pada 
tingkat sebelumnya. Oleh karena itu, banyak yang menganggap musrenbang 
hanya merupakan alat untuk melegitimasi bahwa kebijakan yang diambil sudah 
mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan dibuat dengan persetujuan 
mereka. 

Pada tingkat daerah, UU No. 32 Tahun 2004 juga mensyaratkan adanya sistem 
pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Ini selanjutnya juga diatur 
dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 
dengan pilkada berganti nama menjadi pemilihan umum kepala daerah dan 
wakil kepala daerah (pemilukada). Dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah ini 
kemudian berganti nama menjadi pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan 
pemilihan wali kota (Iqbal 2012). Pilkada secara langsung yang telah berlaku 
sejak 2005 ini secara signifi kan memengaruhi perencanaan pembangunan di 
tingkat lokal/daerah (Hidayat dan Erman 2009). Sebagaimana logika peren-
canaan pembangunan yang berubah karena sistem pemilihan presiden secara 
langsung, perencanaan pembangunan daerah, terutama RJPMD, juga lebih 
bergantung pada visi/misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 
(Hidayat 2009: 2). 
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Dalam penyusunan visi/misi tersebut bisa dikatakan tidak ada keterlibatan 
masyarakat. Seperti halnya visi/misi presiden dan wakil presiden, visi/misi 
kepada daerah dan wakilnya juga disusun oleh tim sukses atau tim ahli mereka. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Erman (2009 dan 2010), tim sukses ini bisa 
terdiri dari orang-orang partai politik, akademisi, konsultan politik, pengusaha, 
dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dengan calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah sebagai intinya. 

Gambar 1. 
Mekanisme Penyusunan RPJM/D

Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004

Sebagaimana pada tingkat nasional, dalam mengonversi visi/misi menjadi 
RPJMD harus dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (mus-
renbang) yang mengikutsertakan masyarakat selain penyelenggara negara, 
sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. Namun, dalam pelaksanaannya di daerah, masyarakat 
tidak terlibat secara optimal. Kecuali ada pendampingan dari LSM, hampir 
dipastikan tidak ada kelompok masyarakat yang akan terlibat dalam prosesnya. 
Demikian juga pada musrenbang untuk penyusunan RKPD, yang merupakan 
acuan dalam penyusunan APBD, keterlibatan masyarakat masih minim.

Bagian ini telah menunjukkan bahwa pemilihan presiden dan kepala daerah 
secara langsung ternyata juga tidak memberi ruang yang lebih luas bagi 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Mekanisme bagi 
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partisipasi masyarakat ternyata tidak jauh berbeda dengan mekanisme yang 
ada pada masa Orde Baru. 

PENGUATAN PARLEMEN DAN 
KOOPTASI ELITE POLITIK

Pada masa Orde Baru, DPR ataupun DPRD hanya berfungsi sebagai pemberi 
stempel untuk legalisasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Domi-
nasi anggota-anggota DPR dari Golongan Karya (Golkar) dan militer ABRI 
di parlemen, yang dikontrol oleh Suharto, menjadi jaminan bahwa apa yang 
diusulkan pemerintah akan disetujui oleh parlemen. Tidak ada kekhawatiran 
bahwa kebijakan pembangunan yang direncanakan pemerintah akan mendapat 
resistensi dari parlemen. Ketika sebuah rencana anggaran pembangunan di-
ajukan, misalnya, hampir bisa dipastikan tidak ada perubahan berarti akibat 
penolakan dari DPR. Mungkin ada satu atau dua suara yang mencoba mengkri-
tisi rencana yang diajukan pemerintah, tetapi pada akhirnya anggota parlemen, 
seperti lirik lagu Wakil Rakyat Iwan Fals, “hanya tahu nyanyian lagu setuju.” 

Sebagai buah reformasi, saat ini telah terjadi penguatan parlemen, baik di 
tingkat pusat maupun daerah. Anggota DPR dan DPRD tidak lagi sekadar 
difungsikan sebagai pemberi persetujuan terhadap usulan-usulan atau rencana 
pembangunan pemerintah. Mereka telah menjadi sebuah kekuatan riil yang 
bisa difungsikan sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif. Dengan mening-
katnya peran DPR, eksekutif tidak lagi bisa memonopoli kebijakan publik dan 
rencana-rencana pembangunan. Namun, sayangnya parlemen belum mampu 
mewujudkan keterwakilan politik rakyat, parlemen lebih mewakili partai 
politik daripada mewakili rakyat (Salang 2006: 2 dan Mudhoffi r 2006: 121). 

Dalam mekanisme pembahasan APBN, misalnya, DPR kini berperan besar un-
tuk menentukan besaran alokasi dana yang menunjukkan prioritas pembangun-
an dan komitmen pemerintah. Namun, peran DPR yang semakin besar dalam 
alokasi anggaran di satu sisi juga telah menjadikan mekanisme anggaran 
sebagai arena politik baru. Jika dulu Bappenas dikritik karena monopoli 
anggaran, kini komisi anggaran di DPR banyak disorot masyarakat karena 
banyaknya kasus korupsi yang ditengarai melibatkan para wakil rakyat di 
DPR, seperti dalam kasus dana penyesuaian pembangunan infrastruktur daerah 
(DPID), kasus impor daging sapi, dan kasus pembangunan sarana olah raga 
di Hambalang. Alokasi anggaran yang seharusnya dilakukan secara rasional 
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untuk menjamin efi siensi dan efektivitas anggaran, kini berubah menjadi arena 
politik transaksional, terutama bagi para elite partai politik di DPR. 

Di tingkat daerah, peran DPRD juga telah dikuatkan sejak keluarnya UU No. 
22 Tahun 1999, sehingga diharapkan mampu secara optimal berfungsi sebagai 
lembaga pendorong demokrasi, penyalur aspirasi rakyat (Koswara 2000: 49). 
Dalam kaitannya dengan pembuatan peraturan daerah, termasuk di dalamnya 
pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan 
dokumen perencanaan pembangunan paling riil, DPRD memiliki kewenangan 
yang paling besar. Ini terlihat nyata dalam mekanisme usulan rancangan per-
aturan daerah (raperda), baik dari DPRD maupun kepala daerah, yang setiap 
tahapnya menuntut persetujuan DPRD. Seperti halnya di tingkat pusat, fungsi 
legislasi dan penganggaran yang bertumpuk di DPRD membuat lembaga 
tersebut menjadi lembaga “super”. Terlebih lagi jika kita perhatikan bahwa 
pengambilan keputusan dalam rapat paripurna selalu didahului oleh pendapat 
dari tiap-tiap fraksi yang ada. Padahal, pendapat fraksi tersebut sangat diten-
tukan oleh proses yang terjadi dalam partai politik. Dengan alokasi yang harus 
melalui pembahasan dan disahkan oleh DPRD, sementara keterbukaan masih 
terbilang minim, membuka peluang kolusi antara DPRD dan dinas atau instansi 
terkait (Fuady dkk. 2002: 58). 

PENUTUP

Lemahnya fungsi perencanaan pada masa reformasi bisa dikatakan sebagai 
salah satu bentuk kegagalan reformasi dibandingkan periode sebelumnya. 
Perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru memang kurang memberikan 
ruang partisipasi karena coraknya yang terlalu teknokratis dan sentralistis. 
Namun, pada saat itu koordinasi dalam perencanaan pembangunan merupakan 
salah satu kunci utama “sukses” ekonomi Indonesia. Widjojo Nitisastro, sang 
arsitek ekonomi masa itu, merupakan seorang yang sangat percaya terhadap 
perencanaan pembangunan. Menurut Widjojo, perencanaan pembangunan 
merupakan “syarat mutlak bagi realisasi usaha pembangunan” (Nitisastro 
2010: 11). 

Kritik atas minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangun-
an juga belum bisa terjawab dengan berbagai perubahan struktur sosial dan 
kelembagaan yang ada. Memang terdapat perubahan aktor dan peran mereka 
dalam perencanaan pembangunan. Namun, partisipasi masyarakat tetaplah 
minim karena ruang partisipasi belum sepenuhnya dibuka. Diskusi dalam 
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tulisan ini menunjukkan bahwa pembatasan peran Bappenas dalam perenca-
naan pembangunan, tidak mengubah pendekatan yang teknokratis menjadi 
partisipatif. Perencanaan pembangunan tersebut, dalam kenyataannya, justru 
bergeser lebih kepada pendekatan politis. Ini terutama karena semakin kuatnya 
parlemen, yang lebih banyak disetir oleh kepentingan politik partainya. Dalam 
melaksanakan fungsi anggaran, misalnya, baik DPR maupun DPRD lebih ber-
pedoman pada logika politik daripada rasionalitas kebijakan ataupun aspirasi 
masyarakat. Para elite, dengan politik transaksional mereka, telah membajak 
agenda peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Otonomi daerah yang semula diharapkan mendekatkan pembangunan kepada 
masyarakat, dalam kenyataannya juga hanya menjadi “pepesan kosong” bagi 
penguatan partisipasi. Pemerintah daerah masih enggan untuk mengomunika-
sikan kebijakan dan rencana pembangunan secara terbuka terhadap masyara-
kat. Akibatnya, masyarakat tidak tahu dan tidak bisa memberikan masukan 
terhadap rencana dan kebijakan pemerintahnya. Maraknya demonstrasi ter-
hadap kebijakan-kebijakan pembangunan menunjukkan bahwa mekanisme 
formal bagi partisipasi masyarakat masih buntu. Memang tingkat partisipasi 
masyarakat tidak bisa secara langsung meningkatkan tingkat pertumbuhan 
ekonomi, yang selama ini menjadi indikator utama pembangunan. Apalagi, jika 
partisipasi masyarakat hanya berujung pada populisme kebijakan untuk meraih 
simpati rakyat. Sayangnya, selain tingkatnya masih rendah, partisipasi yang 
ada juga baru sebatas jargon untuk mendapat legitimasi dari rakyat.

Pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden, atau kepala daerah dan 
wakilnya, juga tidak memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi ma-
syarakat. Visi/misi calon kepala pemerintahan terpilih yang mendasari rencana 
pembangunan pemerintah hanya disusun oleh segelintir elite. Sementara itu, 
mekanisme bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan baru 
sebatas forum musrenbang, yang sangat mudah diabaikan oleh para politisi dan 
birokrat, seperti ketika zaman Orde Baru. Dengan minimnya saluran partisipasi 
ini, masyarakat akhirnya lebih memilih berdemonstrasi jika kepentinan mereka 
tidak terwadahi. 

Hal itu masih ditambah lagi dengan peran parlemen, baik di tingkat pusat 
maupun daerah, yang semakin kuat. Penguatan peran parlemen ini menjanjikan 
mekanisme check and balance yang berjalan semakin baik dalam era reformasi 
ini. Namun, penguatan parlemen ini ternyata dimanfaatkan oleh para elite 
politik untuk membajak agenda pembangunan. Kekuasaan yang mereka miliki 
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dalam penentuan anggaran, baik itu APBN maupun APBD, tidak berorientasi 
pada kepentingan rakyat. 

Secara institusional, belum ada mekanisme yang secara riil memberikan ruang 
lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan 
pembangunan. Mekanisme yang ada dan berkembang saat ini baru memberi-
kan ruang yang lebih besar bagi elite-elite, terutama dari partai politik. Jika 
pada Orde Baru perencanaan pembangunan bercorak teknokratis, pada masa 
reformasi sekarang, perencanaan pembangunan lebih bercorak politis, bukan 
partisipatif. 
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